Pendidikan Komunita:

BERSAMA DIREKTORAT TEKNIS PERHUBUNGAN, BPK
i SELIDIKI KASUS DERMAGA MERAK

Tuesday, 30 Jul 2013 | 01:36:13 WIB

MERAK, (KB) -
Direktorat Teknis Perhubungan Darat dan Badan Pemeriksa TERKAIT

I Keuangan (BPK) selidiki ambruknya Dermaga 5 Pelabuhan N Kasus Dermaga V Ambrol, Polda Periksa
Penyeberangan Merak. Dermaga 5 yang dibangun 2009- Enam Saksi

2010 oleh PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan > Sabtu, Prabowo Kunjungi Pelabuhan Merak
(ASDP) Indonesia Ferry itu, diduga akibat konstruksinya » Merak Siap Hadapi Serbuan Pemudik

tidak memenuhi prosedur. » Penyeberangan Mulai Dipadati Pemudik
Kepala Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Merak, > Dermaga V Kembali Beroperasi

Andi Prasetyo mengaku, pihaknya akan melihat dokumen

rancangan pembangunan dermaga yang ambruk tersebut.

Ambruknya dermaga 5, telah sampai ke pemerintah pusat

Untuk itu, petugas Direkiorat Teknis Perhubungan Darat segera turun memeriksa ambruknya dermaga
tersebut.

"Secara kasat mata memang ada prosedur yang kurang memenuhi, seperti baut moveable bridge (MB) yang
terlalu kecil bila dibandingkan dermaga lainnya. Pasti semua pihak mengarah ke arah prosedur. Namun, kami
tunggu saja hasil penyidikannya saja,” kata Andi Prasetyo.

Untuk memeriksa kontruksi pembangunannya, kata dia, tentu ada pada dokumennya untuk memastikan
memenuhi prosedur atau tidak. Selain direktorat teknis, ungap dia, informasinya BPK juga akan ikut
memeriksa,

m

la menjelaskan, dermaga 5 memiliki arus laut yang cukup kencang bila dibandingkan dengan dermaga lainnya. i
Seh: lu konstruksi b dan baik
eharusnya, perlu konsiruksi yang benar dan balil Jadwal Sholat
Perlu proses
Direskrimsus Polda Banten, Kombes Pol Wahyu Widada mengatakan, pihaknya terus mengumpulkan data dan Subuh 04:35
bahan keterangan untuk mengetahui ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam peristiwa tersebut. Syurug 05:50
| “Sabar, kami kan baru pulbaket, menentukan apakah ada tipikor atau tidak kan perlu proses,” kata Wahyu, Dzuhur 11:51
melalui pesan singkatnya, Senin (29/7) Ashar 15:43
Wahyu juga menjelaskan, pihaknya tidak bisa menduga-duga menyangkut material dermaga. Menurut dia, Maghrib 17:45
pihaknya hanya berbicara fakta hukum. lsya 18:55
“Kami tidak bisa berbicara menduga-duga, kami bicara fakta hukumnya seperti apa,” katanya. (H-37/H-42)™"
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HIBAH SHOLATIYAH MASUK TEMUAN LHP BPK
Tuesday, 30 Jul 2013 | 01:37:26 WIB

SERANG, (KB).- S —
Hibah untuk Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Sholatiyah

senilai Rp600 juta menjadi temuan Badan Pemeriksa TERKAIT

Keuangan (BPK) Rl Perwakilan Banten. BPK menilai, YPI » Usut Tuntas Kasus Dana Hibah

Asholatiyah tidak mempertanggungjawabkan penggunaan Kasus Dana Hibah YPI Sholatiyah, Pejabat

dana hibah tersebut. Pemprov S...

Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) N Dugaan Mark Up Surat Suara Pilgub Banten
BPK RI Perwakilan Banten No. 7b/LHP/XVIIL.SRG/06/2013 2011, Eks

tanggal 28 Juni 2013 terungkap bahwa YP| Sholatiyah » Kasus YP| Sholatiyah Belum Ada Tersangka
mendapatkan hibah Rp600 juta berdasarkan Keputusan Bantuan Hibah Dinilai Mubazir, Kapal Rp200
Gubernur Banten No. 466/Kep.43-Huk/2012 dan diterima Juta Ma

pada tanggal 27 Januari 2012 berdasarkan SP2D No.

900/KEU-000393/LS P.112012

Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 466/22-Huk/2012 yang ditandatangani ES dari Pemprov
Banten dan AR dari SPI Sholatiyah, pemberian hibah bertujuan untuk memberikan dukungan atas
pelaksanaan tugas yang dilaksanakan Pusat Kegiatan dan Pengembangan YPI Sholatiyah dalam bidang
sosial, pendidikan dan keagamaan

Menurut laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut yang ditandatangani AR, diketahui
bahwa dana hibah itu digunakan untuk membiayai enam jenis kegiatan, yaitu latihan kepemimpinan dan
kewirausahaan Rp100,352 juta, pelatihan peningkatan kualitas guru Rp100,815 juta, pelatihan pembinaan
mubalig muda Rp97,703 juta, pelatihan life skill guru mata pelajaran 97,775 juta, workshop diskirminasi
pendidikan Rp39,825 juta dan pelatihan administrasi sekolah Rp100,530 juta

Namun, setelah BPK melakukan pengujian atas kebenaran pelaksanaan kegiatan tersebut, ditemukan bahwa
kegiatan-kegiatan itu tidak pemnah ada, bukti pengeluaran atas nama AA, bendahara lembaga tandatangannya
tidak sama dan tanda tangan peseria pada setiap kegiatan dinyatakan hampir sama pada daftar hadir dan
diduga hasil rekayasa

Atas dasar hal tersebut, BPK menyimpulkan kegiatan yang disampaikan AR tidak dapat diyakini
keterjadiannya, AR tidak dapat membuktikan dokumen pendukung kegiatan seperti fote atau video rekaman
kegiatan, kaos dan modal kegiatan dan keberadaan YPI Asholatiyah sendiri dinyatakan bukan organisasi yang
resmi dan nyata di YPI Sholatiyah.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemprov Banten untuk memberikan sanksi sesuai
ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dan meminta kepada pengurus YPI
Sholatiyah untuk mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterimanya sebesar Rp600 juta dengan
menyetor ke kas daerah.

Kepala Biro Kesra Pemprov Banten Mashuri saat dikenfirmasi membenarkan adanya temuan BPK tersebut. la
menyatakan, pihaknya telah meminta pihak YPI Sholatiyah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut.
“Untuk tindaklanjut teknisnya, Inspektorat akan mengirimkan surat ke YPI Sholatiyah terkait temuan tersebut”
ucapnya. (H-32)"*
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TEMUAN LHP BPK, SKPD DIMINTA KOOPERATIF

Friday, 26 Jul 2013 | 21:0%:12 WIB

SERANG, (KB).-

Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin meminta kepala SKPD
yang ada temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BRPK
kooperatif saat diundang mitra komisi. Pasalnya, DPRD
memiliki kewenangan untuk mengawasi agar temuan
tersebut diselesaikan

Permintaan tersebut disampaikan Aeng menyikapinya
adanya kepala SKPD yang diundang oleh komisi tidak hadir.

TERKAIT

> Iman Minta SKPD Proaktif

» Pejabat Baru Dituntut Selesaikan Temuan
» Inspektorat Kumpulkan SKPD

» Realistis, Usulan Anggaran SKPD

» SKPD Mulai Dipusingkan Proposal THR

la menuturkan, DPRD Banten merupakan lembaga yang

sangat memiliki kewenangan membahas temuan-temuan

yang tertuang dalam LHP BPK 2012 untuk kemudian dibuatkan rekomendasi

“Saya dengar ada salah seorang kepala dinas yang sulit jika diundang untuk rapat kerja. Tidak hanya
membahas soal LHP BPK, tapi terkait rapat kerja evaluasi program juga demikian. Jika terus demikian, tentu
kami bisa melakukan pemanggilan kepada sekda,” kata Aeng, Kamis (25/7).

la mengungkapkan, berdasarkan LHP BPK, ada sejumlah dinas yang temuannya cukup mencengangkan
terkait indikasi kerugian negara. la menyebut beberapa di antaranya yakni, Dinas Kesehatan, Biro Umum dan
Aset, serta Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR).

Aeng mengkhawatirkan, jika SKPD tak kooperatif bersama-sama membahas LHP BPK 2012 maka akan
menjadi permasalahan baru. Terutama bagi SKPD yang banyak temuan yang berindikasi merugikan keuangan
negara. Pasalnya, aparat penegak hukum sudah meminta LHP BPK.

“Mereka ingin sama-sama mencermati LHP BPK tersebut jika memang ada yang terindikasi merugikan
keuangan negara, akan ada pemeriksaan khusus,” ucapnya

Sebelumnya, Koordinator Komisi IV Asep Rahmatullah menyatakan, Komisi I'V sudah mengundang Kepala
DBMTR Sutadi untuk membahas temuan LHP BPK. Namun demikian, yang bersangkutan tidak hadir.

Hal senada disampaikan anggota Komisi [V Sabrawijaya. Menurut dia, karena pertemuan tidak dihadiri kepala
DBMTR maka pembahasan terkait temuan LHP BPK dianggap belum dilakukan

Seperti diketahui, dalam LHP BPK atas LKP Pemprov Banten 2012 ada 12 temuan yang berkaitan
ketidakpatuhan perundang-undangan dan 10 temuan ketidakpatuhan pengendalian sistem intern. Sejumlzh
temuan tersebut yakni, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kontrak, kekurangan volume
pekerjaan, praktik-praktik pemahalan harga pengadaan barang dan jasa. (H-32)™
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Wednesday, 24 Jul 2013 | 00:07:49 WIB

SERANG, (KB).-

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Feri Wibisono
angkat bicara mengenai kasus dugaan korupsi proyek
pelebaran jalan betonisasi di Jalan Terate, Banten Lama,
Kecamatan Kasemen, Kota Serang sepanjang 900 meter
dari dana APBD 2011 senilai Rp3.5 miliar. Feri
menyebutkan, sudah ada dua tersangka dalam kasus
tersebut

"Tersangkanya sudah, tapi belum bisa saya sampaikan ke
publik karena ada beberapa altematif yang harus
diidentifikasi. Ada dua tersangka. Akan tetapi, itu nanti
setelah ada kep mengenai nilai kerugiannya akan
disampaikan,” kata Feri, saat jumpa pers tentang laporan
kinerja Kejati Banten, di Aula Kejati, Senin (22/7).

DUA TERSANGKA KASUS BETONISASI
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TERKAIT

> Dewan Perketat Pengawasan Jalan
Tak Punya Panti Sosial, Penanganan Anjal tak
Maks..

5 Proyek Betonisasi Jalan Cipacung-Saketi,
Warga Pe

> Pengerjaan Jalan Palima-Teneng Terhenti
Kasus Tanjung Lesung-Sumur, Kejati Tunggu
BPK

Dalam kesempatan itu, Feri mengakui, perkara tersebut merupakan kasus lama yang menarik perhatiannya.
"Ya, kasus Terate itu menarik perhatian sampai saya datang ke sana (Kejari Serang-red) untuk ekspos tentang
apa yang sudah dan akan dilakukan,” ungkapnya.

Feri mengatakan, dalam penanganan kasus tersebut penyidik memang mengalami kendala bukan hanya di
BPKP saja. "BPKP sekarang sudah mulai menghitung. Kami juga paham karena BPKP itu kan juga menangani
beberapa perkara di tempat lain,” tuturnya.

Perdebatan metodologi

Kendala yang dimaksud adalah adanya perdebatan mengenai metodologi perhitungan fisik. "Ada problematika
berkaitan dengan metodologi perhitungan fisik. Kemudian, ada beberapa pengembangan termasuk kemarin
penggeledahan. Jadi, kami bukan diam saja. Sedang dilakukan pengkajian,” ungkapnya.

Dihaca - 135 kali
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Feri menambahkan, pada awal penanganan perkara ini mengacu pada temuan empat penyimpangan Sen 94:36
Kemudian setelah didalami tersisa dua penyimpangan. "Menurut kami kasus ini penting untuk diselesaikan,” e 0550
ujamya. Dzuhur 11:51
itu, dalam parannya, Feri kapkan, perkara-perkara yang tengah ditangani jajaran Ashat 1643

Kejati Banten, mulai p lidikan, penyidikan, hingga tutan. (H-42)"* Maghrib 17:45
Isya 18:56
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3 SKPD PEMPROV BANTEN DILAPORKAN

Monday, 22 Jul 2013 | 21:25:44 WIB

SERANG, (KB).-
Untirta Movement Community (UMC) melaporkan tiga
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan
Pemprov Banten terkait dugaan korupsi APBD tahun 2012,
Senin (22/7). Ketiga SKPD tersebut, Dinas Pendidikan
(Disdik) Banten, Dinkes, dan Dinas Pertanian dan

TERKAIT

> Iman Minta SKPD Proaktif
> Pejabat Baru Dituntut Selesaikan Temuan
» Inspektorat Kumpulkan SKPD

Komunitas

Index

Peternakan » Realistis, Usulan Anggaran SKPD
Berdasarkan temuan LHP BPK tahun 2013, Disdik Banten » Temuan LHP BPK, SKPD Diminta Kooperatif
tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan negara atau

anggaran APBD tahun 2012 senilai Rp600 miliar, Dinkes

Rp77 miliar, dan Dinas Pertanian dan Peternakan Rp27 miliar.

*“Terkait momentum hari ulang tahun kejaksaan, UMC memberikan kado spesial. Kado ini merupakan soft copy
dari hasil kajian yang kami lakukan terhadap dokumen LHP BPK tahun anggaran 2012. Kami melihat dengan
jelas banyak anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) UMC,
Carlos Silalahi seusai menyerahkan kado ulang tahun kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten

Menurut Carlos, UMC sengaja hanya melaporkan tiga dari 13 SKPD yang mendapat catatan dari BPK. “Tiga
SKPD ini yang memiliki nilai kerugian paling besar. Rata-rata uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
adalah perjalanan dinas fikiif atau bodong, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, kerugian volume dalam
pengadaan barang dan jasa, serta kontrak-kontrak lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, UMC juga menggelar unjuk rasa teatrikal yang menggambarkan SKPD berlomba-lomba
mengeruk uang rakyat.

Kesulitan

Jadwal Sholat tol : 24 Oct 2013

Sementara, Asisten Intelijen Kejati Bantan, Hermanto mengaku, siap melakukan penelitian terhadap dokumen

Subuh 04:35
LHP BPK s o550
uru :
“Kami belum melihat isi dokumennya. Kita lihat saja nanti,” ujarnya. vuria
Hermanto juga mengaku, kesulitan mengakses dokumen LHP BPK. “Selama ini, perkara-perkara yang Dzuhur st
dilaporkan dari temuan LHP BPK sering mandek, karena kami tidak punya dokumen aslinya,” ujamya. (Vanny- Ashar 1813
Job)™* Maghrib 1745
Isya 18:55
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DIDUGA KORUPSI DANA BANSOS, CAMAT DAN KADES
JADI TERSANGKA

Monday, 22 Jul 2013 | 20:15:28 WIS

PANDEGLANG. (K8).- S
Tim penyidik Polres Pandeglang menetapkan oknum Camst
Sobang, Ac, dan oknum Kepsla Dess'(Kades) Pangkalsn, 1 ERKAIT

Su sebagai tersangka dalam kesus dugssn korupsi dana Dugssn Korupsi Dana Bansos, Penyidik Poiri
bantuan sosial (bansos) puting beliung di Kecamstan ’ Segers.

Sobang Tahun Anggaran (TA) 2012 senilsi Rp100 juts. Hari Anti Kemiskinan, LMND Buka Posko
“Sast ini, oknum Csmat Sobsng dan oknum Kades " Bantusn Sosi.

Pangkslan sudsh kemi tetapkan sebagsi tersangks kssus > Pemksb Pandeglang Sslurksn Bansos
dugesn pemotongan dana bansos puting befiung, Bshkan, _ Dugssn Korupsi Bensos Puting Befiung.
beberaps waktu Islu surat penetspan kedus tersangka ” Penyidik Be.

sudsh kemi lsysngksn ke Kejskssan Negeri (Kejeri) Bansos Rswsn Penyelewengsn

Pandeglang.” ksts Kepals Setusn Reserse Kriminal

(Kasstresrim) Polres Pandeglang. Ajun Komissris Polisi

(AKP) Bagus Suryo Wibowo, Sein (2277).

AKP Bsgus mengstakan, penetspen kedus tersangks ini Gidasari atas tigs slst bukti yang sudsh mencukupi,
Dari sist buidi dan keterangan ssksi-ssksi, kust dugssn kedus terssngks telsh melskuksn perbustsn melawsn
hukum, memotong dans bansos yang sehsrusnya diterima ufuh oleh wargs penerims bantusn.

“Jadi, dana bansos itu disershkan tersangka tidak sesusi dengan ketentuan dari pemerintsh atau disershkan
fidsk utuh kepada wargs penerims.” kstsnys.

Tersangka bary

Menurut AKP Bagus, meski sudsh menetapken tersangks, pihaknya masih skan terus mengembangken kesus  ieekmitkian
tersebut. Bahkan, tidsk menutup kemungkinan skan ads tersangka baru. Dalam penyelidikan kemungkinsn Sty

sdanys tersangka baru biss ssjs terjadi bergantung dsri hasil proses pengembsngan nanti. syurug

“Kami masih terus mengembangkan kasus ini, dan tidsk menutup kemungkinan sksn sds tersangks bsru.” Daunur

kstsnys. Ashar

Ia menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Badsn Pemeriksa Keusngsn dsn Pembangunan (BPKP), Magnrib
kerugian negara dalsm kasus ini diperiirskan Rp108 juta, deri reslisasi bansos di Kecamatan Sobang Rp300 aya

juts
Dslam kasus ini, kedus tersangks diduga melanggar hukum terksit Undsng-undang Nomor 31 Tshun 1969
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman maksimal kurungan penjsra seumur hidup.

Tidek sesusi

Sementara ditemui terpissh, Kepsla Seksi Pidana Knusus (Kasi Pidsus) Kejari Pandeglang, Herya Sakti Sasd
SH membensrken, pihsknys telsh menerims surat pemberitshusn dari tim panyidik Poires Pandegisng
mengensi sdanys penetspan dus tersangka dalam kssus tersebut.

“Ya, beberspa wakiu lslu surat pemberitahuan penetapan tersangka dari penyidix polres sudsh kemi terima,”
kats Arys,

Sekadar diketshus, tahun 2012 beberaps kecsmaten di Ksbupsten Pandeglsng yang terkens bencans sism
puting beliung, termasuk Kecamatsn Sobsng menerima dana bansos dari pemerintsh melslui Badan Nasions!
Penanggulangan Bencana (BNPB) senilsi rstusan juts rupish. Nilsi besaran dsns yang diterims wargs
bervaristf disesusikan dengan tingkst kerusakan rumshnys. Akan tetepi. di Kecsmatan Sobeng reslisssi
pemberian dans kepada penerima korbsn bencans, tidak sesusi dengan ketentusn stau idsk utuh. (H-28)*
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Sunday, 21 u1 2013 | 21:01:50 WIS

[/ JAKARTA, (KB).-

Pengucuran dans melsiui snggsran bantuan sosis! (bansos)
selama ini tidak jelas sstusn kerja ysng bertanggung jawab.
Ksjian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terksit dans
bansos, menunjukksn adanys perencanasn yang tidsk
benar sehinggs pada pelsksansannya rawan
penyelewensngan.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengatakan, kajian KPK
menunjukkan perencanasn dana bansos di berbagai dsersh
tidsk melslui prosedur yang wsjr. "Sstusn kerja perangkst
dsersh (SKPD) yang diberi tanggung jswan tidsk jelas.

Dana bansos itu hanya dititipksn ssjs. Padshsl, harus jelas

Lebak

Tangerang  Halaman Utama

BANSOS RAWAN PENYELEWENGAN

TERKAIT
Dugssn Korupsi Dana Bansos, Penyicik Polri
" Segers.
Hari Anti Kemiskinan, LMND Buks Posko
Bantusn Sosi...
» Pemksb Pandeglang Sslurksn Bansos
Dugasn Korupsi Bansos Puting Befiung,
* Penyidik Be.
Didugs Korupsi Dana Bansos, Csmst dsn
Kades jodi T.

Olshraga

siapa pengguna anggarannya, kuasa pengguns snggsrsn

siapa, pejabat pembust komitmen sisps,” ujamys.

Dititipkan

Menunst dis. dana bansos seolsh hanys dititipkan kepada SKPD. ltuish slasan mengapa dana bansos bisa
tersebar di berbagai dinas. Tidsk ada SKPD tertentu yang benar-bensr bertanggung jswab stss dans bansos.
“Itu ksn bantusan sosial, ya sudsh mssukkan ssja ke dinas sosial." katanys.

Ia mengatskan. proses pengucuran dana bansos sudsh tidak wsjar dari awal. Proses penetapannya
cenderung berupa negosias: antara eksekutf dan legislatif. Setelsh disetujui tidak jelas sispa yang
bertanggung jawab. Setelah disalurkan pun akuntsbilitasnys rendsh. "Mengingat tidsk jelas, skhimya sda
lembage swadsya masyarskat (LSM) dadskan itu." kstanya.

Potensi korupsi

Persosian dans bansos menjadi ssish satu potensi korupsi di pemerintsh dsersh seisin pengsdsan barsng
dan jasa. Wakil Ketus KPK. Bambang Widjojanto mengstskan, bansos tidsk hanya menjadi persoslan di
pemerintsh dserah. Ksjisn KPK menujukkan, pengucuran dana bansos jugs bermassish di tingkst
kementerian.

“Studi KPK sosl bansos itu tidsk hanya di pemds, tapi juga kementerian. Di sana jugs terjadi penyimpangan
bantuan,” ungkapnya.

KPK ssst ini sedang menyidik kasus susp hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dsism penangansn perksra
bansos. Wakil Ketua PN Bandung yang jugs hskim di Pengadilan Tindsk Pidans Korupsi (Tipikor) Bandung.
Setyabudi Tedjocahyono ditangksp KPK setelsh menerima susp dari Asep Trisna, snsk bush Toto
Hutagslung, pimpinan ormas di Bandung.

Ia mengsku, diperintshkan menyershkan usng dari Herry Nurhayat yang menjsbat sebagsi Kepsia Dinas
Pengaloisan Keusngan dan Aset Daersh (DPKAD) Kota Bandung. Keempstnya ditetapkan sebagsi tersangks
oleh KPK.

Belskangan KPK menetapksn Wali Kota Bendung, Dads Rossds, dsn msntan Sekretaris Daersh (Sekda)
Pemkot Bandung, Edi Siswadi sebsgsi tersangks karens dinilsi menjsdi bsgisn dari penyuspsn itu.

Bambang mengstsksn, kesus ini tergolong menggunskan modus yang beru. Pencsiran dana bansos ysng
menjadi perksra hukum di pengadilan kemudisn diselessikan dengan menyusp hskim. Usng susp juga diambil
dari dana bansos.

"Kasus ini menggunakan uang bansos itu untuk menyusp. Baru jugs seperti itu.” Ljismya.

la mengstakan, uang susp yang diberikan kepada hakim itu ksta Bsmbang, berasal dari tiga sumber. Selsin
dari dans bansos, susp berasal patungan pejabst di lingkungan Pemkot Bandung, dan disku sebsgai pinjsmsn
dari pihsk ketigs. (A-170/A-147)>
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DUA TERSANGKA KASUS KORUPSI SAMSAT LEBAK
DITAHAN

Thursday, 18 Jul 2013 | 20:38:07 WIB

SERANG, (KB).-

Dua tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan setoran

pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermoter Baru (BBNKB) TERKAIT

R2 di UPT Rangkasbitung (Samsat Lebak) DPKD Banten > Saksi dan Terdakwa Saling Tuduh di PN
senilai Rp1,7 miliar tahun 2009-2011, DFS dan KS N Terdakwa Kasus Korupsi di Samsat Lebak

dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas 1IB Serang, Langsung Ny

Kamis (18/7). Terdakwa Kasus Korupsi Samsat Lebak
Penahanan keduanya menyusul pelimpahan tahap dua dari Segera Diadil...

Ditreskrimsus Polda Banten ke Kejati Banten. Selain dua N Lebaran, Pelimpahan Kasus Korupsi Samsat

tersangka, penyidik juga melimpahkan barang bukti berupa Lebak Dit.

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. N Kasus Dugaan Korupsi Samsat Lebak, Polda
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kedua tersangka Batalkan

sebelumnya ditahan di Rutan Polda Banten. Kedua

tersangka didampingi penyidik tiba di Kejati Banten sekitar

pukul 11.00 WIB.

Mereka langsung masuk ke ruangan Kasi Penuntutan untuk menjalani proses administrasi. Selanjutnya,
keduanya dibawa ke kejari untuk proses pemeriksaan

"Ya, tersangka ditahan di Rutan Serang,” ujar Kasi Penuntutan Kejati Banten, Moch. Mahmud, dihubungi
melalui ponselnya, Kamis (18/7)

Berkas terpisah

Mahmud mengatakan, kedua tersangka dijerat dan diancam pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 atau pasal 8 dan
pasal 18 Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak
pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

"Berkas perkaranya terpisah. DFS itu kasir di UPT Rangkasbitung DPKAD Banten, dan KS operator,” katanya.
Terpisah, Direktur Krimsus Polda Banten, Kombes Pol Wahyu Widada, dikonfirmasi membenarkan pelimpahan
tahap dua kasus Samsat Lebak. "Ya, sudah limpah tadi anggeta berangkat ke kejaksaan,” katanya

Untuk diketahui, kasus tersebut mulai diselidiki sejak Juli 2012. Hasil penyelidikan, ditemukan adanya
ketidaksamaan antara data pendaftaran kendaraan baru dengan penerimaan uang ke Kas Daerah Provinsi
Banten.

Hasilnya, ditemukan 1.085 kendaraan bermotor baru R2 yang BBNKB-nya tidak dimasukkan ke Kas Daerah
periode September 2009-Desember 2011 oleh tersangka DFS selaku Kasir di UPT Rangkasbitung DPKAD
Banten. Dalam aksinya, DSF dibantu secrang operator yakni KS. (H-42)***
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TERMASUK BANSOS, PENYALURAN HIBAH JANGAN
FIKTIF

Wednesday, 17 Jul 2013 | 20:28:36 WIB

SERANG, (KB).-

Komisi V DPRD Banten tidak membantah adanya dugaan

beberapa pemberian hibah yang salah sasaran atau TERKAIT

penerimanya fiktif. Hal ini terbukti beberapa pemberian » Usut Tuntas Kasus Dana Hibah

hibah yang kini sedang dipreses hukum N Kasus Dana Hibah YPI Sholatiyah, Pejabat
"Untuk itu, Komisi V DPRD meminta mekanisme penyaluran ~ Pemprov S

hibah supaya benar dan tepat sasaran,” kata Ketua Komisi Dugaan Mark Up Surat Suara Pilgub Banten
V/ DPRD Banten, Mediawarman di Serang, Rabu (17/7) 2011, Eks.
la meminta kepada SKPD di Provinsi Banten untuk » Kasus YPI| Sholatiyah Belum Ada Tersangka
memperketat mekanisme penyaluran dana hibah dan Bantuan Hibah Dinilai Mubazir, Kapal Rp200
bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Juta Ma...

"Kami melakukan pengawasan secara umum saja, karena

tidak mungkin satu per satu dari ribuan penerima hibah itu

Secara teknis ada di SKPD bersangkutan,” katanya

Menurut dia, mekanisme pemberian hibah tersebut awalnya diusulkan masyarakat atau lembaga yang sudah
memenuhi ketentuan kepada SKPD terkait. Kemudian SKPD bersangkutan memverifikasi untuk diputuskan di
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna dibahas bersama DPRD

"Setelah diverifikasi diusulkan ke DPRD, kalau anggarannya tersedia ya kami setujui,” ujamya.

Harus dicari

Kemudian, menurut dia, jika diduga adanya pemberian hibah fiktif dinilai oleh penegak hukum, harus dicari
siapa yang mengusulkan dan melakukan verfikasi terhadap penerima diduga fiktif itu

"DPRD tidak bisa mengawasi atau menyelidiki hingga ke penerima langsung satu per satu karena bukan
penyidik. Kami hanya mekanismenya saja secara umum sudah sesuai ketentuan atau belum,” katanya.
Sebelumnya, fim penyidik Kejari Tangerang melakukan penggeledahan di kantor Biro Kesra Provinsi Banten,
terkait pemberian dana hibah kepada sebuah yayasan yang diduga fiktif di wilayah Kabupaten Tangerang
senilai Rp500 juta.

Selain itu, BPK juga menyampaikan bahwa sebelum tahun 2012, Pemprov Banten telah memberikan hibah
berupa barang kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan juga kepada masyarakat
seluruhnya Rp1.130,94 miliar.

Namun, Pemprov Banten belum dapat menyediakan dokumen hibah tersebut secara lengkap, khususnya
hibah ke kabupaten/kota. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya dapat mencatat
aset yang diterima tersebut.

Kepala BPK Perwakilan Banten, | Nyoman Wara mengatakan, terkait dengan hibah barang dari Pemprov
Banten kepada kabupaten/kota, pemerintah pusat dan masyarakat senilai lebih Rp1 triliun, belum lengkap
dokumennya. Hibah tersebut diberikan Pemprov Banten sebelum 2012 di antaranya Tahun 2010 dan 2011
(Ant)*
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MASIH TUNGGU HASIL BPKP, KEJAGUNG SABAR
TANGANI KASUS DKP BANTEN

Thursday, 11 Jul 2013 | 20:32:22 WIB

SERANG, (KB).-
Kejaksaan Agung (Kejagung) harus bersabar dalam

menangani kasus dugaan korupsi proyek pembuatan TERKAIT

delapan kapal kayu 30 GT senilai Rp12 miliar TA 2011 pada N Korupsi Bantuan Kapal DKP, Dirut PT PJ
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten. Untuk Mangkir

melimpahkan berkas kasus tersebut, Kejagung hingga kini Korupsi Bantuan Kapal, Tersangka Bisa
masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Ditahan

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) » Penyidik Kejagung Periksa Nelayan
“Belum limpah, kami masih menunggu hasil audit dari N Dugaan Korupsi Bantuan Kapal, Dua
BPKP, belum keluar,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum  Pengusaha Mangki...

(Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi, » Kejagung Geledah DKP Banten

dihubungi melalui ponselnya, Kamis (11/7)

Untung mengatakan, tim penyidik sudah menyelesaikan

proses penyidikan dengan memeriksa lebih dari 20 orang. Termasuk tiga tersangka dan mantan Kepala DKP
Banten, Suyitno.

“Semua sudah selesai diperiksa, ada sekitar 20-an saksi yang sudah dimintai keterangan, termasuk mantan
kepala dinasnya,” ujarmya.

Bisa saja ditahan

Disinggung soal penahanan, Untung menjawab normatif. "Bisa saja dilakukan penahanan karena itu
kewenangan penyidik selama itu dibutuhkan untuk memudahkan proses penyidikan. Kita lihat saja nanti,”
ungkapnya.

Sementara kuasa hukum AB dan M, Tb. Sukatma, SH mengatakan, kedua kliennya itu sudah diperiksa tapi
sepengetahuannya hanya sebagai saksi.

“Saya tahunya keduanya diperiksa sebagai saksi beberapa waktu lalu. Ya, tapi mungkin saja sudah sebagai
tersangka,” ujar Tb Sukatma, SH

Sebagaimana diberitakan, Kejagung menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Mereka yaitu M
(pejabat pembuat komitmen], dan AB selaku panitia lelang. Seorang lagi dari perusahaan pembuat kapal yakni
A

Dari hasil penyelidikan, ketiga tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, dengan nilai kerugian mencapai Rp2 miliar dari total proyek Rp12 miliar. Diduga, dalam
pembuatan kapal tersebut tidak sesuai spesifikasi

Sebelumnya, kasus ini ditangani Kejati Banten. Namun, kemudian dilimpahkan ke Kejagung karena terkait
sejumlah kasus serupa di beberapa daerah lainnya di Indonesia. (H-42)™*
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KEJATI PERIKSA DUA TERSANGKA DUGAAN KORUPSI
PILGUB BANTEN 2011

Wednesday, 10 Jul 2013 | 22.05:.45 WIB

SERANG, (KB).-
Kejati Banten tindak lanjuti kasus dugaan korupsi proyek B
pengadaan pencetakan surat suara Pilgub Banten 2011 TERKAIT
senilai Rp4.,5 miliar. Rabu kemarin, tersangka kasus » Demo Berakhir Ricuh, Usut Korupsi di Banten
tersebut, Erik menjalani pemeriksaan. » KPK Boyong Dokumen Tangsel

I Berdasarkan pantauan Kabar Banten, pemeriksaan N Selidiki Pengadaan Alkes, KPK *Bidik” Pemkot
berlangsung di ruangan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati T
Banten didampingi pengacaranya, Th. Sukatma, SH Diperiksa KPK Hanya Dua Jam, Jaman
Tersangka diperiksa mulai pukul 10.00 WIB. Bantah Kenal ST...
Erik yang mengenakan pakaian safari hitam sempat keluar Kalau Ada Novum, Kasus RS Balaraja Siap
dari ruangan pemeriksaan menuju teilet sekitar pukul 14.00 Dibuka

m

WIB. Dia hanya mengacungkan jempol kepada para

wartawan sambil tersenyum. Setelah itu, dia kembali ke

ruang pemeriksaan

Penasihat hukum tersangka, Th. Sukatma, SH, di sela-sela pemeriksaan mengatakan, kliennya diperiksa
sebagai tersangka untuk pertama kali. Pemeriksaan terkait dengan jabatannya sebagai mantan Sekretaris
KPU Banten yang juga kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam proyek pengadaan surat suara Pilgub Banten
2011

"Tadi diperiksa mulai pukul 10.00 WIB. ltu masih di BAP. Mungkin sampai pukul empat karena kan bulan
puasa,” kata Sukatma.

Menyinggung mengenai peran tersangka, Sukatma menjelaskan, tersangka hanya menandatangani dokumen
pembayaran. "Ya, tidak ada. Dia kan hanya tanda tangan (dokumen) pembayaran saja. Kan kalau tidak

ditandatangani bisa dituntut,” ungkapnya. padnallEnolat
Subuh 04:35
PPLP Syurug 05:50
Dzuhur 11:51
Sementara itu, di hari yang sama penyidik juga memeriksa tersangka Kepala Satker Pengembangan Ashar 15:13
Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Banten, Tatang Hidayat, dalam kasus dugaan korupsi pada Maghrib 1745
I program Peningkatan Drainase Primair Kali Parung, Kota Serang senilai Rp5 miliar dari dana APBN 2012, lsya 48:55
Tatang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, yakni HJP dari PT Ciboleger.
Pemeriksaan dilakukan dua jam, dimulai sekitar pukul 12.00 WIB hingga pukul 14.15 WIB. Seusai
pemeriksaan, saat ditanya wartawan, Tatang enggan memberikan keterangan. Dia hanya melambaikan tangan
sambil berjalan keluar gedung Kejati
| Kasi Penyidikan Eben Silalahi, SH membenarkan pemeriksaan kedua tersangka. Namun, dirinya enggan
berkomentar lebih jauh mengenai hal itu. "Ya, Tatang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya
Pemeriksaan sebagai tersangka belum, nanti lah sabar, ini dulu. Akan tetapi, bukan saya yang meriksa. Nanti
tanyakan saja ke penyidiknya,” katanya. (H-42)*
I i
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DUGAAN KORUPSI PILGUB BANTEN 2011, KEJATI
BANTEN TUNDA PEMERIKSAAN TERSANGKA

Tuesday, 09 Jul 2013 | 22:28:43 WIB

SERANG, (KB).- N —
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menunda pemeriksaan
kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pencetakan surat

suara Pilgub Banten 2011 senilai Rp4,5 miliar dengan

TERKAIT

> Demo Berakhir Ricuh, Usut Korupsi di Banten

@%, BIfS

Porcotakan - Bigital Printing - Advortising

Pandeglang erang Halaman Ut: Olahraga

n

tersangka Erik Syehabudin. Pemeriksaan kasus dana hibah
tersebut yang semua dijadwalkan Selasa (9/7), ditunda
menjadi Rabu (10/7).

Menurut Kajati Banten Feri Wibisono, Selasa (9/7),
pemeriksaan kasus dugaan korupsi tersebut seharusnya
Selasa (9/7). Namun, akhirnya ditunda dan dijadwalkan
kembali Rabu (10/7), karena yang bersangkutan
berhalangan karena sedang dinas luar. la mengatakan, dari

> KPK Boyong Dokumen Tangsel

§ Selidiki Pengadaan Alkes, KPK “Bidik™ Pemkot
T
Diperiksa KPK Hanya Dua Jam, Jaman
Bantah Kenal ST..
Kalau Ada Novum, Kasus RS Balaraja Siap
Dibuka

informasi penyidik, tersangka mengirimkan surat penundaan

sampai Rabu (10/7) ini. "Informasi dari penyidik, yang bersangkutan kirim surat untuk ditunda besok," katanya.
Penasihat hukum , Tb SH mer pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan
ketidakhadiran kliennya kepada penyidik dengan alasan melaksanakan pekerjaan dinas. "Sudah dikirim
suratnya melalui fax. Tim kami juga sudah menyampaikan surat aslinya, Selasa (9/7)," katanya.

Sukatma menuturkan, pihaknya meminta penyidik untuk menjadwalkan pemeriksaan, Rabu (10/7). Namun, dia
menyerahkan hal itu kepada pihak penyidik. "Kami mintanya besok (Rabu-red), tapi belum pasti kan itu
bergantung penyidiknya," katanya

Sebelumnya, Kasi Penyidikan Eben Silalahi kapk p k ka tersebut sebelumnya
dijadwalkan, Senin (8/7). Namun, karena berbenturan dengan pemeriksaan perkara lain, pemeriksaan ditunda,
Selasa (9/7). "Jadwalnya Senin kemarin, tapi bentrok dengan pemeriksaan lain jadi ditunda Selasa,” katanya.
(H-42)=
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KEJARI-BPKP SALING TUNGGU, KASUS BETONISASI
"MACET”

Manday, 06 Jul 2013 | £1:37:10 WIS

SERANG, (KB).-

Kerugisn negsrs dalsm kasus dugasn korupsi proyek

pelebaran jalan betonisssi di Jalan Terste, Banten Lama, 1 ERKAIT

Kecamatan Kasemen, Kots Serang sepanjeng B00 meter > Dlewsn Perketat Pengawasan Jslan

dari dsns APBD 2011 senilsi Rp3.5 miliar, hinggs kini beium _ Tsk Punys Pant Sosisl, Penangsnan Anjsl tsk
terungkap. Pasainys. Kejsksasn Negeri (Kejar) Serang dsn Mk,

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKF)  Proyek Betonisasi Jalan Cipaoung-Saket,

Perwskilan Banten ssling tunggu. Wargs Pe..

Kejari menunggu perhitungsn kerugisn negars (PKN) dari > Pengarjasn Jalan Pslims-Teneng Terhent
BPKP. Sementars SPKP menystskan masih menunggu Kasus Tanjung Lesung-Sumur, Kejati Tunggu
penyidik melskuksn pemeriksasn terhadsp PPK dsn shli BPK

taknis

Selsin i, sejsk parksra tersebut masuk tshap penyidikan

pads November 2012, belum sds seorang pun terssngks yang ditetspksn Kejari Serang. Kejsri menystsican,
tarsngks skan terungksp setelsh kerugisn negars diketshui

"Masih menunggu BPKP, Mas. Mau fihat nanti i aps, Kalau sudsh sds iutican stau
fidsk. begitu.” kata Ksjari Serang. Sudarwidsdi. SH dihubungi melsiui ponselnys. Minggu (717).

Menurut dia, perkara tersebut "macet” pada BPKP. "Ya, itu kan maceinya di BPKP," ujamya.

Namun, Ksjari menepis bahws tugas penyidik terhambst olh lamanys proses perhitungan BPKP. "Tidak, tidsk
sepertiitu. Sudsh ya, says lagi sams kelusrgs, ferims kssin.” katanys.

Menunggu data

Sementara itu, Pengendali Teknis BPKP Perwakilen Banten, Murjaniansysh mengatskan, penyidik Kejari
Serang rencananya skan mengembangksn berits scars pemeriksasn (BAP) terhsdap dus orang, yeitu PRK.
dari DEMTR Banten, can shii teknis dari Sadsn Pengksjien dan Penerspan Teknalogi (BPPT)
“Perkembangan terskhi fu teman-teman dsri penyidik skan mengembangkan BAP. Temysts sds info baru,
mskanya ada BAP tambshan. Ads dus, PPK dengan shli. Untuk PPK ada BAF tambahan, sedangkan shi
BPPT memang jsksa belum memerikss. Jadi, ksmi nunggu dsts itu, ksleu sudsh ads baru kam hitung
(kerugian negera-red). Kami fidsk skan menghitung kslsu belum sds kelengkspan dats.” kst Murjsnisnsysh,
dikonfirmasi melsiui ponseinys, Minggu (/7).

Is mengungkepkan, selama ini pihsknys sudsh melskukan tshep Karifikes setu kali terhedap messleh yeng
diungkap delam BAP. "Akan tetapi, itu nanti ‘gannnys penyidk untuk meng " jsrnya

s menjelsskan, lams tidaknya proses perhitungan BPKF terhadsp kenugian negara dalam setu kasus fidek
dzost ditentuken dari jenis kssusnys. Melsinksn kelengkspen datanys.

“"Lams tidsknya menghitung kerugian negsrs tidsk biss dilihat deri jenis kasusnya. Nsmun, bergantung pada
kelengkzpan datanys. Bust kami yg penting prosedur SOP kami lskuksn, dats-dats tercukupi, baru dikonsep.”
kstanys.

Untuk diketshui, Kejari Serang mulsi mengumpulkan dats dan bshan ketersngan kesus ity sejak Juni 2012
kemudizn ditingkatkan ke tzhap penyslidikan. Fads Oktobar 2012, parksra itu diingkatian ke tahap
penyidikan. Proyek pelebaran jsian terssbut diduga tidsk sesusi spasifikasi, sds perbedasn antars dokumen
dengen kenystssn di lapangan. Sejumish pejabat sudsh dimintsi kefersngan. (H-42)"
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KASUS PENYELEWENGAN DANA HIBAH, KEJARI SIDIK
YPI SHOLATIYAH

Friday, 05 Jul 2013 | 01:17:52 WIB

SERANG, (KB).-
Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang meningkatkan kasus

dugaan penyelewangan dana hibah Pemprov Banten Rp600 TERKAIT

juta kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Sholatiyah ke > Usut Tuntas Kasus Dana Hibah

tahap penyidikan. Hal ini menyusul menguatnya indikasi N Kasus Dana Hibah YPI Sholatiyah, Pejabat
korupsi dalam perkara itu Pemprov S

"Kasus YPI Sholatiyah sudah naik ke tahap penyidikan pada _ Dugaan Mark Up Surat Suara Pilgub Banten
pekan lalu,” kata Kasi Pidsus Kejari Serang, Triono Rahyudi, 2011, Eks...

SH, Rabu (3/7). > Kasus YPI| Sholatiyah Belum Ada Tersangka
Triono menjelaskan, dari rangkaian proses penyelidikan, tim _ Bantuan Hibah Dinilai Mubazir, Kapal Rp200
penyidik sudah menemukan adanya peristiwa yang diduga Juta Ma

sebagai tindak pidana dalam kegiatan bantuan tersebut

"Ya, peristiwanya sudah kami temukan, makanya

ditingkatkan ke penyidikan. Selain itu, diindikasikan kerugian negara seperti yang dilaporkan pelapor yakni
Rp600 juta,” katanya.

Setelah ini, menurut diam pihaknya akan mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah orang terkait
dengan kasus itu dan memulai untuk mencari barang bukti guna mendukung proses penyidikan

"Nanti akan memulai mencari barang bukti misalnya dokumen-dokumen terkait dan memeriksa saksi-saksi

I secara bertahap. Kami akan memeriksa untuk mengetahui dari mana kegiatan itu berasal, sumbernya dari
mana, kemudian kegiatan penyaluran dananya,” ungkapnya.
Mangkir

Triono mengungkapkan, sampai proses penyelidikan, mantan Ketua YPI Sholatiyah, ling Tuhfatul Ghoroib juga
belum memenuhi panggilan penyidik. *Di penyelidikan tidak hadir. Akan tetapi, nanti di penyidikan kami bisa
upaya paksa,” ujamya

Untuk diketahui, kasus dana hibah ini mencuat pascapemecatan yang dilakukan YPI Sholatiyah terhadap lima
guru. Pemecatan dilakukan setelah para guru itu mempertanyakan soal penggunaan dana hibah yang diterima
YPI Sholatiyah Rp600 juta dari Pemprov Banten tahun 2012. Pemecatan itu kemudian memunculkan reaksi
dari murid dan guru lainnya. Mereka mendesak Ketua YPI Sholatiyah, ling Tufatul Ghoroib mundur dari
jabatannya. ling akhirya mengundurkan diri. (H-42)***
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PEMPROV RAIH WDP, TEMUAN HIBAH BARANG RP1,13 T

Friday, 05 Jul 2013 | 01:22:50 WIB

SERANG, (KE).-
Badan Pemeriksa Keusngen (BPK) RI Perwskilan Banten

kembsli memberikan opini wajar dengan pengecuslisn TERKAIT

(WDP) kepsds Pemprov Banten stas Isporan keusngsn Terksit SKPD Temuan BPK. DPRD Minta
tshun snggaran 2012. Selsh sstu penyebabnys, BPK * Gubernur Tega.

menemukan hibsh dalam bentuk barang senilsi Rp1,13 » Pemprov Banten Tunggu Verifikssi BPK
triiun ysng belum memiki dokumen lengksp. » Atut Siap Evalussi Kabinet

Demikian dissmpaikan Anggots V BPK RI, Agung Fiman ~_ DPRD Harus Dorong Pemerikssan Tujusn
Sampums sast menyampsaikan LHP BPK kepsds DPRD  Tertentu

Banten pada rapst paripurna, Kamis (4/7). Fraksi PKS Mangkir, Repst Paripums Pansus
“Pada Isporan keuangsn Pemprov Bsnien tshun 2012, BPK ~ LHP Mo.

memberikan opini WDP, sama dengsn tshun 2011,” keta

Fiman

Ia ada dus hal yang Pemprov Banten kembali mersih WDP. Yakni sdanya temuan
hibsh dslam bentuk barang kepada pemkabl/pemiot, instansi pusat dan masyarakst senilsi Rp1,13 triliun yang
belum lengkap dokumennys. Selsin itu. penyebsb Isin dslsm hal nilsi persedisan yang dilsporksn Rp87.28
miliar, di sntsranya di Dinas Kesehatan senilsi Rp44, 8 milisr, hasil inventarisasi tidsk dilengkapi dengsn
dokumen inventarisasi yang memsadsi sehingga BPK tidak memungkinkan melakukan prosedur pemerikssan.
Temusn beruiang

Agung jugs melsporkan, 12 temuan yang berksitan dengen ketidskpatuhan terhadap ketentusn persturan
perundang-undangan dsn 10 temusan yang berksitsn dengan kelemahan pengendalian intem. Dari temusn
tersebut, kstanys, ads yang merupsksn temusn berulang ysitu hasil pekerjssn idsk sesusi spesifikssi
teknis/kontrak, kekurangan volume pekerjsan, bisys perjslanan dinas fiktf. Praktik-prakik yang menyebabkan
pemshslsn harga pengsdssn barang dan jess, belanjs hibsh belum dilengkspi lsporsn pertanggungiswaban,
penstausshssn kes dan verifikesi stas dokumen kelengkspan SPM dsn SP2D belum sepenuhnys berjslen
efektf serta penstausshaan sset belum sepenuhnys berjalan secars tertb

"Dengsn mssin terjsdinya temusn berulang tersebut mensndsksn bshws rekomendssi BPK belum
sepenuhnys mendapst perhatisn dari Pemprov Banten.” ujsrys.

Lebih lanjut hasil suditjuga menyebutkan, sejsk 2005 hinggs 2012, BPK mendspstkan 344 temusn dengan
654 rekomendssi senilsi Rp 51,2 milisr. Dri rekomendssi itu, katsnys. ysng telsh ditindakianjut sesusi
rekomendasi BPK sebanysk 427 rekomendasi dengan nilsi Rp30,41 miliar, belum sesusi rekomendasi dsism
proses tindsk lanjut 101 rekomendssi senilsi Rp3,889 milisr, dan belum ditindskisnjuti 128 rekomendssi senilsi
Rp3 mifisr.

Belum tuntss

Menanggspi LHP BPK. Gubernur Banten. Ratu Atut Chosiysh menystakan, terksit hibsh barang pinsknya
telsh menindsklsnjuti. Nsmun demikian, Atut mengskui, masih befum tuntss.

“Memang mesih sda siss yang belum dilengkspi dokumennys. ftu ksn terjadi buksn hsnya 2012 ssis. tetspi
jugs tshun sebelumnys. Nsmun demikisn, kami terus berupsya memsaksimslksn kinerjs.” katsnys.

At . pihsknya teish bekerj dengsn Bsdan Keusngsn dsn
(BPKP). sgar hal ini bisa terselessikan.

Terhadsp yang BPK, Atut . skan juti dalam kurun waktu 60
hari.

Ketus DPRD Banten, Aeng Hserudin menystskan, terksit LHP BPK i, pimpinan DPRD sksn segers
merekomendasiken kepads komisi terksit untuk mengswa! findsk lsnjut SKPD terksit dsism menindskisnjut
rekomendssi BPK.

Sanksi

Sementars itu, ssat berlsngsung paripums, puluban mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman
30 berdemo dengan menggeler testriksl.

Dslsm tuntutannys, mshasiswa mendesak kepsada DPRD mendorong sparst penegak hukum menjerat semus
pihsk yang menyebabkan kerugisn keuangan negars.

“DPRD jugs hsrus mendessk pemprov memberiksn sanksi fegss kepada semus pejabst yang terindikasi
korupsi dan melskukan pelsnggsran sdministratif. Bukan malsh DPRD menggunaksn temuan BPK itu sebagsi
barang dsgangan politik kepsda eksekutif,” kst seorang demonstran, (H-22)"
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KASUS LAHAN SMKN 1 CIRUAS, KEJARI DIMINTA
UNGKAP OKNUM WAKIL RAKYAT

Thursday, 04 Jul 2013 | 01:32:37 WIB

SERANG, (KB).-

Komisi | DPRD Kabupaten Serang mendorong kejaksaan

mengungkap cknum anggeta DPRD yang dinilai terlibat TERKAIT

dalam kasus korupsi pengadaan lahan SMKN 1 Ciruas, N Tangani Kasus SMKN 1 Ciruas, Kejari Serang
Kabupaten Serang. Hal tersebut untuk menghindari Dinilai...

terjadinya kenflik internal di DPRD » Kasus SMKN 1 Ciruas Bergantung BPKP
Anggota Komisi | DPRD Kabupaten Serang, Muhajir Cek Lokasi Lahan SMKN 1 Ciruas, Kejari
mengatakan, dirinya mendorong pihak berwenang dalam hal ~ Minta Bantu...

ini kejaksaan untuk mengungkap oknum anggota dewan » Kasus SMKN1 Masuk Pidsus

yang terlibat dalam kasus SMKN 1 Ciruas. Kasus Pengadaan Lahan Masuk ke

“Saya baca di media, kasus itu katanya sudah masuk tahap Penyelidikan

penyelidikan, dalam hal ini Komisi | mengimbau pihak

berwenang untuk segera mengungkap pelakunya, karena di

media pemnah dikatakan ada oknum anggota DPRD, supaya tidak menimbulkan konflik di internal,” katanya,
Selasa (2/7).

Muhajir mengatakan, Kemisi | meminta kejaksaan menjelaskan pelakuya, agar di antara anggota DPRD tidak
saling bertanya. Jika memang pihak berwenang kesulitan, Komisi | dapat mendorong ke p
untuk bergerak. .
“Saya justru tidak begitu paham perscalan korupsinya. Setahu saya, anggaran pembebasan lahan SMKN itu
awalnya Rp2 miliar, kemudian ditambah Rp1.5 miliar dari anggran yang tadinya untuk SMKN Kramatwatu.
Diungkap saja supaya tidak ada saling curiga dan bertanya-tanya di antara kami. Kalau memang benar proses,
kalau tidak ya tutup,” ungkapnya

Jadwal Sholat
Selalu objektif Subuh

Syurug
Menanggapi hal tersebut, Kasi Pidsus Kejari Serang, Triono Rahyudi, Rabu (3/7) mengatakan, tim penyidik Dzuhur
selalu kooperatif dan objektif dalam menangani perkara. Termasuk mengenai tudingan pengunjuk rasa yang Ashar
menyebutkan adanya oknum pimpinan dewan Kabupaten Serang yang diduga terkait kasus tersebut Maghrib
la menegaskan, semua pihak yang terkait dengan kasus tersebut akan dimintai keterangan. "Pokoknya yang lsya

terkait dengan kasus itu kami periksa, dan ada hubungannya dengan kasus itu kami periksa,” kata Triono
Triono menjelaskan, saat ini penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
sedang melakukan audit investigasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Lahan SMKN 1 Ciruas senilai
Rp3.,5 miliar di Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Audit investigasi itu merupakan rangkaian
penyelidikan guna mengetahui peristiwa tindak pidana.

"Ya ini rangkaian penyelidikan. Nanti ketahuan apakah audit investigasi ini bisa dilanjutkan ke perhitungan
keuangan negara atau tidak," katanya

Sebagaimana diberitakan, cknum pimpinan dewas disebut-sebut terlibat oleh lembaga swadaya (LSM) saat
berunjuk rasa di depan kantor Kejari Serang, Senin (27/5). Mereka mengaku punya bukti adanya keterlibatan
tersehut (H-40/H
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DUGAAN KORUPSI BANSOS, ENAM PEJABAT KESRA
BANTEN DIPERIKSA

Thursday, 04 Jul 2013 | 00:24:50 WIB

TANGERANG, (KB).-

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa secara maraton
memeriksa enam pejabat Biro Kesejahteraan Rakyat
(Kesra) Pemprov Banten, Rabu (3/7). Pemeriksaan tersebut 3 Dugaan Korupsi Dana Bansos, Penyidik Polri
menyusul dilakukannya penggeledahan Kantor Biro Kesra Segera..

Pemprov Banten di Serang oleh tim gabungan Kejari Hari Anti Kemiskinan, LMND Buka Posko

TERKAIT

Tigaraksa, terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial
(bansos) APBD 2012, Selasa, (2/7).

Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Tigaraksa, Ricky Tommy
Hasiholan, SH mengatakan, pemeriksaan keenam pejabat di
Biro Kesra Pemprov Banten ini, menyusul terungkapnya
dugaan korupsi dana bansos yang dikucurkan Pemprov

? Bantuan Sosi
> Pemkab Pandeglang Salurkan Bansos
" Dugaan Korupsi Bansos Puting Beliung,
i Penyidik Be.
i Diduga Korupsi Dana Bansos, Camat dan
Kades jadi T...

11

Banten melalui APBD 2012 kepada Yayasan Al-Mukarobah

senilai Rp500 juta.

"Hari ini, keenam pejabat di Biro Kesra Banten kami periksa. Sementara, saat ini mereka diperiksa sebagai

saksi," ungkap Ricky didampingi Kasi Intelijen, Musa, Rabu (3/7) di sela-sela acara bhakti sosial menyambut

HUT ke-53 Adhyaksa di halaman kantor Kejari Tigaraksa, Kabupaten Tangerang

Menurut Ricky, keenam pejabat Kesra Banten yang dimintai keterangan tersebut di antaranya, tim evaluasi

dana bansos, Kepala ian (Kasubag) K 1, dan Kasubag Pendidikan. Namun, pihaknya menolak

menyebutkan identitas dari keenam pejabat yang diperiksa.

"Kami belum bisa publikasikan identitas keenam pejabat Biro Kesra Banten ini, karena masih diperiksa. Nanti

saja, kalau sudah rampung,” kata Ricky.

Menurut Ricky, hasil penggeledahan kemarin, Tim Kejari Tigaraksa sudah berhasil menyita sejumlah dokumen

yang berkaitan dengan Yayasan Al-Mukarobah

Bisa tersangka

Jika dari hasil pemeriksaan mereka terbukti ikut terlibat dan menikmati dana bansos tersebut, tak menutup
gkinan bisa ditingkatkan menjadi gka.

"Saat ini, mereka masih saksi. Kalau memang mereka terbukti bermain, kami bisa saja menetapkannya

sebagai tersangka,” katanya. (Endang-Job/"KB")***
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KASUS DUGAAN BANSOS FIKTIF, BIRO KESRA BANTEN
DIGELEDAH

Wednesday, 03 Jul 2013 | 10:58:13 WIB

SERANG, (KB).- [ -

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa

menggeledah ruangan Biro Kesra Setda Banten, Selasa TERKAIT

(2/7). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi N Dugaan Korupsi Dana Bansos, Penyidik Polri

penggunaan dana bantuan sosial (bansos) fiktif oleh Segera.

‘Yayasan Al-Mukarobah di Desa Sodong, Kecamatan Hari Anti Kemiskinan, LMND Buka Posko
Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Rp500 juta Bantuan Sosi...

Berdasarkan pantauan Kabar Banten, sekitar belasan tim » Pemkab Pandeglang Salurkan Bansos
penyidik tiba di Setda Banten dengan menggunakan empat N Dugaan Korupsi Bansos Puting Beliung,
kendaraan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan Penyidik Be...

penyidik menggeledah ruangan Biro Kesra, namun N Diduga Korupsi Dana Bansos, Camat dan

berlangsung hingga pukul 18.45 WIB. Terlihat para penyidik Kades jadi T

membawa sejumlah kardus berisi berkas-berkas.

Kasi Intelijen Kejari Tigaraksa, Musa, SH dikonfirmasi

membenarkan penggeledahan tersebut terkait kasus bansos fiktif. “Ya, ini terkait dugaan korupsi APBD Banten
untuk program peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana tahun 2012 di
Kabupaten Tangerang dengan salah satu Yayasan Al-Mukarobah,” ujar Musa, SH seusai penggeledahan
Musa menjelaskan, penggeledahan hanya dilakukan di ruangan Bire Kesra. Namun, mengenai dokumen yang
disita, Musa enggan menjawab karena hal itu sudah masuk pada materi penyidikan.

“Untuk dokumen apa saja itu kami belum bisa sampaikan. Ya, pokoknya berkaitan dengan kasus yang
ditangani itu,” ujarmya sambil berjalan menuju mobilnya

Musa mengungkapkan, penggunaan dana bansos oleh Yayasan Al-Mukarobah itu diduga fiktif. “Ya, bisa
dibilang seperti itu (fiktif-red),” tutumya.

Penyidikan

Musa menambahkan, kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Namun, Musa masih enggan
mengungkapkan tersangka dalam kasus tersebut. “Ya, ini sudah dik (penyidikan-red), makanya ada
penggeledahan. Kalau tersangkanya itu nanti saja ya,” katanya

Menurut pemantauan, saat penggeledahan berlangsung, sejumlah tim gabungan kejaksaan mengacak-acak
ruangan Biro Kesra Pemprov Banten, mencari data dan dokumen yang tersimpan di laci meja dan lemari.
Beberapa pagawai di kantor itu terkejut atas kedatangan personel dari lembaga adiyaksa tersebut. Para
pegawai tampak panik dan mondar-mandir keluar-masuk ruangan. (H-42/Endang-Job/"KB™)™*
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